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ABSTRAK 

Munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat 

ini, di mana kejahatan transnasional sendiri berarti tindak dan transaksi kriminal 

yang mengandung aspek internasional atau melewati batas negara. Perdagangan 

manusia merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional 

maupun internasional. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan 

terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Keadaan ini diperkuat lagi dengan 

jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi 

wanita. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah 

wanita. Kejahatan lintas negara mendapat perhatian secara internasional karena 

kejahatan lintas negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam 

kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dengan melewati 

batas-batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama internasionl yang efektif 

untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara tersebut. Salah satu 

bentuk kerja sama untuk melakukan penegakan hukum yang berdimensi 

internasional adalah melalui Ekstradisi. Pada tahun 1992, Indonesia dengan 

Australia akhirnya melakukan perjanjian ekstradisi yang kemudian disahkan 

melalui Undang-undang No 8 Tahun 1994 tentang Pegesahan Perjanjian Ektradisi 

Antara Republik Indonesia Dan Australia. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti 

tentang perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai kejahatan perdagangan 

manusia (human trafficking) yang berlaku di Indonesia dan Australia, dan 

pandangan Indonesia dan Australia dalam melihat perjanjian ekstradisi menurut 

ketentuan hukum internasional.  

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 

pendekatan secara yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi 

pustaka (literature research) yang berhubungan dengan ekstradisi dan  

perdagangan manusia. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara 

kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas 

hukum perjanjian internasional dan juga di dalam konsep efektifitas hukum. 

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa Indonesia sebagai negara civil 

law meletakkan aturan mengenai kejahatan perdagangan manusia dalam Pasal 297 

dan 324 KUHP, kemudian diganti dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.  Sementara di 

Australia sebagai negara common law mengatur perdagangan manusia dalam 

Division 270 dan Division 271 Australian Criminal Code Act 1995. Kemudian 

sempat megalami beberapa amandemen, terakhir yaitu The Crimes Legislation 

Amendment (Slavery, Slavery-like Conditions and People Trafficking) Act 2013. 

Dalam melakukan perjanjian Ekstradisi ini Indonesia dan Australia melihat sebuah 

mekanisme Ekstradisi ini sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam tatanan 

masyarakat internasional, dan Ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Australia termasuk dalam konsep perjanjian internasional, walaupun di Indonesia 

juga bisa dilakukan Ekstradisi berdasarkan hubungan timbal balik saja. 

 

Kata Kunci: Ekstradisi, Perdagangan Manusia, Indonesia dan Australia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan 

internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat 

dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Kejahatan transnasional sendiri berarti 

tindak dan transaksi kriminal yang mengandung aspek internasional atau 

melewati batas negara. 1  Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas 

perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi, 

serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang 

pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang 

pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar 

individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga 

tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world). Berbagai bentuk kejahatan 

transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai 

ancaman keamanan. Aktifitas seperti peredaran obat-obatan gelap, illigal 

fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia (human trafficking), 

merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam 

keamanan manusia yang pada akhirnya akan mengancam keamanan negara. 

                                                           
1 Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, (Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2015), hlm. 107. 
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Kejahatan lintas negara mendapat perhatian secara internasional karena 

kejahatan lintas negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian 

dengan melewati batas-batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama 

internasional yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas 

negara tersebut. Kerjasama internasional akhirnya terwujud, ditandai dengan 

disepakatinya instrumen internasioanal yaitu Konvensi PBB menentang tindak 

pidana transnasional yang terorganisir (UNTOC) Tahun 2000. Indonesia turut 

serta dalam konvensi tersebut dan telah meratifikasi dengan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2009. Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban 

membangun kerjasama bilateral, regional, maupun internasional mencegah dan 

memberantas kejahatan lintas negara. 

Salah satu bentuk kerja sama untuk melakukan penegakan hukum yang 

berdimensi internasional yaitu melalui Ekstradisi. Ekstradisi berasal dari kata 

latin “axtradere” (extradition = Inggris) yang berarti ex adalah keluar, 

sedangkan tradere berarti memberikan yang maksudnya ialah menyerahkan. 

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1979 Ekstradisi adalah penyerahan oleh 

suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang 

disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah 

negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang 

meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan 

memidananya.2 Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan 

                                                           
2 Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. 
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terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara 

peminta. Pada tahun 1992, Indonesia dengan Australia akhirnya melakukan 

perjanjian Ekstradisi yang kemudian disahkan melalui Undang-undang No 8 

Tahun 1994 tentang Pegesahan Perjanjian Ektradisi Antara Republik Indonesia 

Dan Australia. Dalam Undang-undang tersebut ada 33 (tiga puluh tiga)3 jenis 

tindak kejahatan yang dapat diekstradisi salah satunya yaitu tentang 

perdagangan manusia. 

Dewasa ini perdagangan manusia menjadi salah satu dari lima 

kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di 

timbuklkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya 

dan kemanusiaan. 4  Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan 

human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang 

semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di negara–

negara yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan 

perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki–laki yang tidak seimbang. 

Selain itu yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah 

adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja 

murah yang biasanya berasal dari luar negeri. 

Perdagangan manusia (human trafikking) merupakan bentuk 

perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. 

                                                           
3 Lihat Pasal 2 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian 

Ekstradisi Republik Indonesia dan Australia. 

4 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional 

Dan Pengaturannya Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1. 
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Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan tranformasi maka 

modus perdangan manusia semakin canggih. 5  Ketika dilihat ada beberapa 

faktor yang menjadi penyebab utama maraknya perdangan orang (human 

trafikking) ini, diantaranya kemiskinan, banyaknya penduduk, pertumbuhan 

populasi yang cepat, dan tingginya tingkat pengangguran. 6  Kemiskinan 

merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan 

manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah 

dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan 

pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan 

jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya 

bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya 

patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh 

karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita. 

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (human trafikking) ini, para 

pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual 

ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga 

mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu 

rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan 

yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi 

kemudian dijual ketempat pelacuran. 

                                                           
5 B. Rahmanto, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 12. 

6  Mangai Natarajan, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, (Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2015), hlm. 119. 
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Walaupun pemerintah pusat tidak mengumpulkan data secara 

komprehensif, setidaknya telah dentifikasi 5.801 korban perdagangan manusia. 

Komisi Perlindungan Anak secara resmi mengidentifikasi 293 anak yang 

diduga sebagai korban perdagangan anak. Namun demikian, pemerintah tidak 

melaporkan apakah identifikasi tersebut mengarah pada investigasi atau 

penyediaan layanan perlindungan korban. LSM lokal memperkirakan ada 

sebanyak 80.000 anak dieksploitasi untuk perdagangan seks pada 2017. 7 

Selama tahun 2018, Kementrian Luar Negeri Indonesia melaporkan telah 

mengidentifikasi 164 warga negara Indonesia yang menjadi korban 

perdagangan manusia di luar negeri, menurun dibanding 340 orang pada 2017 

dan 478 orang pada 2016.8 Menurut Australia Federal Police (AFP), Australia 

merupakan salah satu negara tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan 

dari Asia, khususnya Thailand, Korea, Filipina, dan Malaysia.9 Akan tetapi 

tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan berbagai faktor yang muncul pada 

era globalisasi saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang besar, dan wilayah 

Indonesia yang secara geografis strategis sangat memungkinkan Indonesia 

termasuk dalam daftar tersebut. Dalam konteks ini, kejahatan yang melibatkan 

ekstradisi tentu saja akan melibatkan peran dua negara atau lebih dalam 

                                                           
7 https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-

perdagangan-orang-2018/, Akses 20 Januari 2020, 20.00 WIB. 

8 https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-

perdagangan-orang-2019/, Akses 20 Januari 2020, 20.00 WIB. 

9https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking, Akses 20 Januari 2020, 

20.10 WIB. 

https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/
https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking
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penanganannya, maka dari itu dalam penelitian ini penyusun kemudian 

mengambil studi Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana perdagangan 

manusia (human trafficking) di Indonesia dan Australia? 

2. Bagaimana Indonesia dan Australia melihat perjanjian Ekstradisi dalam 

kacamata hukum internasional? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tujuan  

a. Untuk memahami pengaturan mengenai perdagangan manusia (human 

trafficking) yang berlaku antara Indonesia dan Australia  

b. Untuk memahami Indonesia dan Australia dalam melihat perjanjian 

Ekstradisi berdasarkan hukum internasional 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum 

pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal 

ekstradisi dan perdagangan manusia. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pegetahuan 

yang dapat merubah pola pikir yang baik dan kritis serta menambah 

wawasan mengenai ekstradisi da kejahatan perdagangan manusia; 

2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menambah wawasan tentang kejahatan – kejahatan yang berdimensi 

internasional sebagai Human Trafficking; 

3) Penelitian ini diharapkan dapat memeberi pengetahuan tentang 

pengaturan mengenai perdagangan manusia dan ekstradisi antara 

Indonesia dan Australia; 

4) Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan pengalaman 

menulis serta sebagai tugas akhir penulis. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum 

pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan 

penyusun kemukakan beberapa karya penilitian yang memiliki kemiripan 

tema dengan penelitian yang penyusun lakukan. 

Beberapa karya lain tersebut anatara lain, skripsi yang ditulis oleh 

Benny Hasan dengan judul “Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih 

Syariah”. Dijelaskan bahwa prinisp – prinsip umum dalam ekstradisi pada 

umumnya secara substansial telah sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip 

– prinsip Fiqih Siyasah yaitu untuk melindungi harkat dan martabat 

manusia, prinsip tersebut diantaranya yaitu Tauhid, keadilan, perdamaian, 
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jihad (Self-exertion), dan menghormati serta memenuhi komitmen.10 Dapat 

disimpulkan bahwa skripsi tersebut hanya mengakaji prinsip – prinsip 

ekstradisi dengan prinsip fiqih siyasah tanpa sedikitpun menyinggung 

mengenai ekstradisi antara Indonesia dengan Australia dalam hal 

perdagangan manusia (Human Trafficking). 

Karya berikutnya yaitu sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhamad 

Nurdin Naim dengan judul “Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia Dan 

Hongkong Dalam Perspektif Fikih Islam”. Penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka (library research), yang obyek penelitiaannya adalah 

pandangan mengenai bentuk pelanggaran hukum dan mekanisme 

penyerahan pelanggar hukum dalam UU RI No. 1 Tahun 2001 menurut 

perspektif Fikih Islam sedangkan sifatnya adalah deskriptif-analitik.11 Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian yang akan penulis susun karena sama sekali tidak 

membahas mengenai perdagangan manusia. 

Karya berikutnya yaitu artikel dalam bentuk jurnal yang berjudul 

“Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, 

Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional” 

yang ditulis oleh Flora Pricilla Kalalo. Dalm jurnal tersebut penulis 

menyatakan bahwa Efektivitas kaidah hukum pidana internasional yang 

                                                           
10  Benny Hasan, “Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih Syariah,” Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004), hlm. 66. 

11   Muhammad Nurdin Naim, “Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia Dan Hongkong 

Dalam Perspektif Fikih Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009), hlm. 60. 
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subjeknya negara ditentukan oleh faktor politik sehingga sulit kepastian 

hukum. Ekstradisi merupakan salah satu sarana pencegahan, pemberantasan 

dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional. Ketatnya prosedur 

dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekstradisi, maka 

ekstradisi diterobos dengan prosedur deportasi yang ternyata lebih praktis, 

lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, meskipun jarang memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.12 Penelitian ini membahas 

mengenai seberapa efektif perjanjian ektradisi dalam hal pencegahan, 

pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan intrenasional, namun 

tidak disinggung secara spesifik mengenai bentuk kejahatan apa dan negara 

mana yang melakukan ekstradisi. 

Karya berikutnya yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Syarifuddin 

dengan judul “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang 

Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi 

Ekstradisi Indonesia – Singapura)”. Dalam jurnal tersebut penulis melibat 

bahwa dari aspek substansi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 

Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, jelas ketentuan perundang-undangan 

tentang ekstradisi Indonesia cukup fleksibel dalam menata kerjasama 

internasional penegakan hukum nasional dengan negara lain.13 Jika dilihat 

jurnal ini memberikan contoh kasus yang diambil dari studi ekstradisi yang 

                                                           
12  Flora Pricilla Kalalo, “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, 

Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, Lex et Societatis, Vol. 

IV,No. 1, (Januari 2016), hlm. 12. 
13 Syarifuddin, “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan 

Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Ekstradisi Indonesia – Singapura)”, Jurnal 

Komunikasi Hukum, Vol.2, No.1, (Februari 2016), hlm. 110. 
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dilakukan Indonesia dengan Singapura dan tidak menyinggung mengenai 

perdagangan manusia, sehingga bisa dipastikan berbeda dengan apa yang 

akan penyusun teliti. 

Karya yang terakhir yaitu sebuah jurnal hukum internasional yang 

ditulis oleh Romli Atmasasmita dengan judul “Ekstradisi Dalam 

Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”. Dalam bentuk perjanjian 

kerja sama penegakan hukum dalam praktik hubungan baik bilateral 

maupun multilateral banyak mengalami hambatan- hambatan yang tidak 

hanya bersifat teknis hukum maupun juga teknis operasional. Selain 

hambatan tersebut dalam praktik, tidak banyak permintaan ekstradisi 

maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana termasuk negara yang 

telah memiliki perjanjian tersebut. 14  Dalam jurnal tersebut dapat dilihat 

bahwa penulis hanya menekankan seberapa pentingnya perjanjian ekstradisi 

untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat 

jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan 

filosofisnya yang tertinggi. 15  Sejalan dengan hal itu, akan penyususn 

kemukan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam 

penelitian ini. 

1. Berlakunya Hukum Internasional 

                                                           
14 Romli Atmasamita, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”, 

Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5, No.1, (Oktober 2007), hlm. 14.  

15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254. 
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Para Sarjana mengemukakan beberapa teori untuk menerangkan dasar 

pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat 

dunia. Diantara beberapa teori yang ada adalah16:  

a. Teori Hukum Alam 

Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional itu 

adalah “hukum alam” yang merupakan hukum ideal karena 

mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara, sehingga  

negara – negara harus mentaati hukum internasional. Kelemahan 

dari teori ini adalah konsep hukum alam itu terlalu abstrak dan 

cenderung bersifat subyektif, tergantung dari apa yang diyakini oleh 

masing – masing pribadi sebagai ideal. 

b. Teori Kehendak Negara 

Teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional ini berlaku karena 

adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada 

hukum internasional tersebut. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat 

diterimanya logika bahwa jika negara-negara tidak menghendaki 

suatu hukum untuk berlaku, maka ketentuan itu bukan lagi suatu 

“hukum”. 

c. Teori Obyektifitas 

                                                           
16  Melda Kamil Ariando, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum 

Nasioanl”, Jurnal Hukum Internasional, Vol.5, No.3, (April 2008), hlm. 507-508. 
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Dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang 

lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi dan 

seterusnya hingga sampai kaedah dasar yang disebut “grundnorm”.  

d. Teori Fakta – Fakta Kemasyarakatan 

Sifat alami manusia adalah untuk bergabung dengan manusia 

lainnya dalam satu masyarakat. Demikian juga negara yang tentunya 

ingin bergaul dengan negara-negara lain dalam lingkungan 

masyarakat internasional. Teori ini nampaknya cukup mendapat 

posisi yang kuat dalam hubungan masyarakat bangsa-bangsa, karena 

pada kenyataan sosial menujukkan bahwa antara negara-negara 

mutlak diperlukan adanya hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan, baik dalam kerjasama secara langusng maupun 

tidak.  

2. Sistem Hukum 

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono 

Reksodiputro,17 unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum 

(legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum 

(legal culture). 

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, 

Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. 

                                                           
17 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 

1994), hlm.79. 
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b. Substansi hukum adalah mengenai aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan 

yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku 

dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari 

sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu 

adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu 

diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. 

Hukum mampu ditegakkan di tengah masyarakat, jika instrumen 

pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang 

penegakan hukum. Unsur sistem hukum di atas bekerja sebagai faktor 

penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. 

Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta 

sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut 

segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, 

dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan 

kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku 

masyarakat. Jika salah satu elemen dari tiga kompenen ini tidak bekerja atau 

tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu sistem hukum, 

sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka 

(literature research). Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai 

konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan Ekstradisi 

antara Indonesia dan Australia serta terkait perdagangan manusia. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat dekriptif – analitis. Metode deskriptif ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjanjian Ekstradisi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia dalam menangani 

masalah-masalah perdagangan manusia. Sedangkan analitis bertujuan untuk 

mengelompokkan, menggambarkan, dan membandingkan antara teori 

dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan data-data 

penelitian yang diolah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalah yang telah dirumuskan dalam penelitian 

ini, penyusun melakukan penelitian secara yuridis – normatif, yang 

memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia 

dengan Australia dalam menangani kejahatan perdagangan manusia dapat 

dilakukan secara secara efektif dan efisien dengan peraturan perundang-

undang yang mengaturnya secara yuridis formil dan dikomparasikan 

dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini. 

Penyusun juga menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statutory approach). Pemilihan pendekatan perundang-undangan 
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dilakukan untuk melihat pengaturan ekstradisi dalam yurisdiksi hukum di 

Indonesia maupun dunia internasional. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder: 

a. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-undang No. 

8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia 

dan Australia, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari 

buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang 
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berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahanbahan lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Non Hukum  

Yaitu bahan yang memberi petunjuk, informasi terhadap katakata 

yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan studi putaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penelitian 

bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, 

mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui internet.18  

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan 

metode analisis kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Secara kualitatif 

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan pemahaman dan interpretasi data.19  

 

                                                           
18 Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160. 

19 Abdulkadir Muhammad, hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm 172. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun kerangka penelitian ini, penyusun membaginya menjadi 

5 (lima) bab, sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang Ekstradisi dan perdagangan manusia yang 

meliputi kajian teori, dasar hukum, dan asas – asas, tinjauan perdagangan 

orang, ruang lingkup, dan konvensi perdagangan manusia. 

Bab ketiga, berisi tentang Ekstradisi dan perdagangan manusia 

(human trafficking) yang meliputi kejahatan yang dapat diekstradisi, 

prosedur ekstradisi, kerjasama antar negara, dan standar trafficking victims 

protection act (TVPA). 

Bab keempat, berisi analisis mengenai studi komparasi perjanjian 

Ekstradisi dan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia dan 

Australia  

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai 

Studi komparasi perjanjian Ekstradisi dan perdagangan manusia (human 

trafficking) di Indonesia dan Australia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai kejahatan perdagangan 

manusia yang berlaku di Indonesia dan Australia yaitu : 

a. Dengan menganut sistem hukum civil law, maka hukum di Indonesia 

yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang ini 

terkodifikasi dalam undang-undang dan membuat lebih detailnya 

pengaturan perdagangan orang. Dalam penegakan hukum menurut 

Trafficking in Persons Report 2015 Indonesia termasuk ke dalam tier 2 

di mana pemerintah Indonesia dalam menangani dan memberantas 

perdagangan orang belum sepenuhnya memenuhi standar dalam TVPA. 

Indonesia secara sukarela ikut tergabung dalam konvensi-konvensi yang 

berkaitan dengan kemanusian dalam hal ini bidang perdagangan 

manusia. Indonesia meratifikasi bebrapa konvensi misalnya protokol 

PBB terkait pencegahan, penekanan, dan penghukuman perdagangan 

orang terutama perempuan dan anak, Konvensi penghapusan segala 

bentuk deskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), Interntional 

Labour Organization (ILO) dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan teori 
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kehendak negara yang menyatakan bahwa hukum internasional berlaku 

karena adanya kehendak dari masing-masing negara untuk tunduk pada 

hukum internasional tersebut.  

b. Australia menganut sistem hukum common law yang kemudian 

meletakkan pengaturan mengenai perdagangan orang dalam Australia 

Criminal Code 1995, bukan dalam sebuah undang-undang negara 

bagian karena perdagangan orang merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang menyeluruh. Terorganisasi. Dalam segi penegakan 

hukum Australia bida dikatakan lebih maju hal ini dapat dibuktikan 

dengan  melihat Trafficking in Persons Report 2015 yang memasukkan 

Australia kedalam tier 1 yang artinya sudah memenuhi strandar yang 

ditentukan oleh TVPA dalam menangani perdagangan manusia. 

Australia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasioanl yang 

berkaitan dengan perdagangan manusia seperti Indonesia bahkan bisa 

dikatakan lebih maju karena ada konvensi mengenai status pengungsi 

yang mana Indonesia belum ikut didalamnya.  

2. Indonesia dan Australia dalam melihat Ekstradisi ini berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip, aturan, dan teori yang ada dalam hukum internasional. 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu bahwa Ekstradisi 

yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia termasuk dalam konsep 

perjanjian internasional, walaupun di Indonesia juga bisa dilakukan 

Ekstradisi berdasarkan hubungan timbal balik saja.  Indonesia dan Australia 

sendiri menganut sistem enumeratif di mana dalam sistem ini ditentukan 
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secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta, hal mana 

dicantumkan dalam salah satu pasal atau pada sebuah daftar yang 

dilampirkan pada perjanjian ekstradisi bersangkutan yang menyebutkan 

secara jelas satu persatu jenis kejahatan yang dimintakan penyerahan atas 

pelakunya. Dalam melakukan perjanjian Ekstradisi ini Indonesia dan 

Australia melihat sebuah mekanisme Ekstradisi ini sebagai kebutuhan yang 

sangat penting dalam tatanam masyarakat internasional terkait 

pemberantasan kejahatan transnasional, khusunya dalam hal perdagangan 

manusia. Indonesia sampai sejauh ini tercatat telah melakukan perjanjian 

Ekstradisi dengan 12 (dua belas) negara, berbeda jauh dengan Australia di 

mana Asutralia sudah mebuat perjanjian Ekstradisi ini dengan 149 (seratus 

empat puluh sembilan) negara. Angka tersebut memang terlihat sangat 

memojokkan Indonesia, seingga membuat kesan buruk Indonesia terkait 

perjanjian Ekstradisi dengan negara lain. Akan tetapi tidak bisa kemudia 

disimpulkan demikian, karena memang ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi tiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. 

Salah satunya yaitu model kerjasamanya apakah itu termasuk bilateral, 

multilateral ataupun yang lainnya. Indonesia baru melakukan perjanjian 

Ekstradisi dalam bentuk perjanjian bilateral saja, sementara Australia yang 

merupakan negara persemakmuran dari Inggris tergabung dalam London 

Scheme yang didalamnya ada 53 negara kemudian secara otomatis 

terhubung dalam perjanjian Ekstradisi.  
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat disampaikan : 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) perlu diadakan amandemen 

(perubahan) mengingat tindak pidana perdagangan orang sekarang semakin 

berkembang supaya dasar hukum untuk mencegah, menindak, dan 

memberantas tindak pidana perdagangan orang semakin kuat. Amandemen 

yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan pasal mengenai 

perdagangan organ tubuh manusia karena perdagangan organ tubuh 

manusia ini merupakan salah satu bentuk perkembangan bentuk dari 

perdagangan orang itu sendiri. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa 

ekstradisi dapat dilalukan berdasarkan perjanjian atau tanpa perjanjian 

(berdasarkan hubungan baik dan kepentingan nasional menghendakinya) 

perlu dilengkapi dengan asas ekstradisi berdasarkan resiprokal. Perlu juga 

diatur bahwa konvensi internasional di mana Negara Peminta dan Negara 

Diminta menjadi pihak dapat dijadikan landasan untuk melakukan 

ekstradisi. 
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